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BAB  III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan 
terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai NASKAH AKADEMIK DAN 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG 
TATA KELOLA PERKEBUNAN, guna menghindari terjadinya tumpang tindih 
pengaturan. Kajian terhadap peraturan perundang- undangan yang memuat 
kondisi hukum yang ada, mempergunakan pendekatan perundangan-
undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan 
perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan pemerintah Kabupaten 
Tana Tidung tentang Tata Kelola Perkebunan. 

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2) Pasal  33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria. 

4) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 
Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor  241, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043). 

5) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional. 

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4700). 

7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4725). 

8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059). 

9) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 

10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara 
Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5433). 

11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679). 

12) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor  308, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5613). 

13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398). 

14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6573). 

15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 

16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833). 

17) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

 
Adapun evaluasi dan analisis peraturan perundangan yang menjadi 

dasar dalam pengaturan substansi atau materi yang akan diatur dalam kajian 
ini sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria  

Telah dilakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut "UU PA"). 
UU PA yang dikaji khususnya pada Pasal 14 yaitu meliputi ayat (1) sampai 
ayat (3): Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan 
(3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) pemerintah dalam rangka 
sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, 
peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya: 

1) Untuk keperluan negara 
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2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya 
sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa 

3) Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, 
kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan 

4) Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, 
peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; 

5) Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan 
pertambangan.  

Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini mengingat 
peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur 
persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa 
untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing; Peraturan 
Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah 
mendapatkan pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah 

Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan. Penyusunan 
terhadap Raperda Perkebunan harus tetap memperhatikan aspek pertanahan 
yang telah diatur berdasarkan UU PA.  

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan 

Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang relevan 
dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah: 

Pasal 5 

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan 
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
baik, yang meliputi: 

1) Kejelasan tujuan. 
2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 
3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan 
4) Dapat dilaksanakan 
5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan 
6) Kejelasan rumusan 
7) Keterbukaan. 
Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 dijelaskan sebagai berikut. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang 
jelas yang hendak dicapai. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang 
tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat 
oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan 
yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan 
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atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang 
tidak berwenang. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan 
materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat 
sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan 
efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, 
baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah 
bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-
benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap 
Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 
penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau 
istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak 
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan 
bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan 
masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 
masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 6 

(3) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 
asas: 
a. pengayoman; 
b. kemanusiaan; 
c. kebangsaan; 
d. kekeluargaan; 
e. kenusantaraan; 
f. bhinneka tunggal ika; 
g. keadilan; 
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
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(4) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan 

bidang hukum Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan. 
Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 
dijelaskan sebagai berikut. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan 
pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan 
dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga 
negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak 
bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi 

Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah 
untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap 
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan 
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan 
Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem 
hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi 

Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman 
penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan 
secara proporsional bagi setiap warga negara. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan 
pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan 
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latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status 
sosial. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah 
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus dapat 
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan 
keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, 
antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. 

Pasal 14 

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi 
daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah 
dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 

 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan  

Keterkaitan Raperda Perkebunan dengan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2014 tentang Perkebunan selanjutnya disebut “ UU Perkebunan” 
adalah terkait pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya sesuai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD  1945 untuk mewujudkan 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Kabupaten Tana Tidung, arah pembangunan untuk 
meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah 
serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.  

Dalam Pasal 3 UU Perkebunan disebutkan bahwa Perkebunan 
diselenggarakan dengan tujuan untuk:  

1) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.   
2) Meningkatkan sumber devisa negara.  
3) Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha. 

4) Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya 
saing, dan pangsa pasar. 

5) Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan 
baku.  

6) Industri dalam negeri.  
7) Memberikan pelindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan 

masyarakat. 
8) Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan. 
9) Secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan meningkatkan 

pemanfaatan jasa perkebunan.  
10) Selain itu, perkebunan mempunyai fungsi ekologi yaitu peningkatan 

konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan 
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penyangga kawasan lindung. Dalam rangka pelaksanaan perkebunan 
memiliki pengaturan pengelolaan:  

a) Perencanaan  
b) Penggunaan lahan 
c) Perbenihan  
d) Budi daya tanaman perkebunan  
e) Usaha Perkebunan  
f)    Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan  
g) Penelitian dan pengembangan  
h) Sistem data dan informasi  
i)    Pengembangan sumber daya manusia  
j)    Pembiayaan usaha perkebunan  
k) Penanaman modal  
l)    Pembinaan dan pengawasan  

m) Peran serta masyarakat  

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/ 
9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan 
Pertanian 

Manfaat penetapan kriteria peruntukan kawasan pertanian  
sebagai berikut: 

1) meningkatkan daya dukung lahan baik kawasan  pertanian 
yang telah ada maupun melalui pembukaan lahan baru untuk 
pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 
peternakan, dan pendayagunaan investasi. 

2) meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan  
lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan. 

3) meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam 
untuk pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan dari 
pertanian ke non pertanian agar ketersediaan lahan tetap 
berkelanjutan; 

4) memberikan kemudahan dalam mengukur kinerja  program  
dan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan 
pertanian. 

5) mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir 
dan/atau mendorong pengembangan sumber energi 
terbarukan, dan meningkatkan ketahanan pangan, 
kemandirian pangan dan kedaulatan pangan.menciptakan 
kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta 
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan 
nasional dan daerah, melestarikan nilai sosial budaya dan  
daya tarik kawasan perdesaan sebagai kawasan agropolitan 
dan agrowisata. 


